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a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah ruin Peraturan Menteri · Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah, Penganggaran clan Pertanggung-jawaban 
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 

.. Perwakilan . Rakyat serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 
Komunikasi · Intensif dan Dana Operasional maka Peraturan 
Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudu.kan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota T egal perlu ditinjau kemoali; 

Menimbang 

WALIKOTA TEGAL, 

DENG AN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 
TAHON 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN 

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL 

TENT ANG 

NOMOR 4 TAHUN 2007 

PERA TURAN DAERAH KOTA TEGAL 

NOMOR4 TAHUN 2007 

LEMBARAN DAERAH 
KOTATEGAL 
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6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Taboo 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 4389)~ 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daer-db. dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4310); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentul&__ Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-undang Nornor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan 
Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Y ogyakarta; 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada 
huruf a, pcrlu menetapkan Pcraturan Daerah Kota Tegal tcntang 
Pcrubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 
2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal; 

Mengingat 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 17) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4569); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler clan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan 
Perwakilan · . Rakyat Daerah . (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik .IndonesiaNomor' 4416). sebagaimana telah beberapa 
kali · diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 ,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 4':/, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 7 l2)~. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 

· · · · Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik 
. · · · Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lemb~ Negara 
:.; ·· Republik Indonesia Nomor 3321); 
10. Peraturan Pemerintah Nomoroz Tahun 1990 tentang Ketentuan 

Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara clan Tata 
Penghonnatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 3952); 

8. Undang-undang · Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan ·Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4-B8); 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 200.J tcntang Pcmcrintahan 
Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 200.J 
Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dcngan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penctapan Pcraturan Pcmcrintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 200..J tcntang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548): 
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19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran 
Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 2). 

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 
Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal clan Memberlakukan Semua 
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Tegal serta 
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 

17. Peraturan Presiden Nomor I Tahon 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang 
undangan; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Ko"'_Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi 
Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 48;Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4713); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Talmn 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 13 7, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4575); 
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22. , Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjanganyang disediakan berupa pemberian 
jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaiandinas kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD penyedisan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, 
kendaraan dinas jabatan Pimpinan D PRD serta rumah dinas bagi Anggota 
DPR.D dan perlengkapannya. · · 

2. Ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah sehingga bcrbunyi sebagai berikut : 

2lb. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan ada1ah dana yang disediakan bagi 
Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan representasi, · pelayanan .. dan kebutuhan lain guna 
melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRDsehari-hari. ·' 

2 la. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan 
clan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan 
kinerja Pimpinan clan Anggota OPRD. 

I • 

1. Di antara angka 21 'dan i2 Pasai' l disisipkan 2 ( dua) angka yakni angka 2 la clan 
angka 21 b sehingga berbunyi sebagai berikut : · 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penvak~ Rakyat 
Darah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota T~gal Tahun 2006 Nomor 2) diubah sebagai 
beri~t: . 

Pasal I 

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH.KOTA TEGAL 
NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN 
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTATEGAL. 

Menctapkan 

WALIKOTA TEGAL 

MEMUTUSKAN: 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL 

Dengan Persctujuan Bersama 
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6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal llA yang 
berbunyi sebagai berikut : 

(4) Dang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari 
Uang Representasi Ketua DPRD. 

(3) Uang Representasi wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari 
Uang Representasi Ketua DPRD. 

(2) Dang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota yang 
ditetapkan Pemerintah. 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi. 

Pasal 11 

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : 

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO, kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif. 

PasaJ lOA 

4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan l (satu) Pasal yakni Pasal IOA yang 
berbunyi sebagai berikut : 

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas : 
a. UangRepreseruasi ; 
b. Tunjangan Keluarga ; 
c. Tunjangan Beras; 
d. Dang Pak.et ; 
e. Tunjangan Jabatan; 
f. Tunjangan Panitia Musyawarah ; 
g. Tunjangan Komisi ; 
h. Tunjangan Panitia Anggaran ; 
i. Tunjangan Badan Kehormatan ; dan 
J. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. 

PasaJ 10 

3. Kctentuan Pasal 10 diubah schingga berbunyi sebagai bcrikut : 
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah 
diatur dengan Peraturan Walikota. 

(5) Dalam bal daerah termasuk dalam kelompok dengan kemampuan keuangan 
daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan 
Komunikasi lntensif bagi Pimpinan clan Anggota DPRD diberikan paling 
banyak l (satu) kali uang representasi Ketua DPRD. 

(4) Dalam hal daerah termasuk dalam kelompok dengan kemampuan keuangan 
daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan 
Komunikasi Intensif bagi Pimpinan clan Anggota DPRD diberikan paling 
banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD. 

(3) Dalam hal daerah termasuk dalam kelompok dengan kemampuan keuangan 
daerah tinggi sebagaimana .dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan 
Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling 
banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD. 

(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t~ dari 3 
(tiga) kelompok yaitu : 
a. Tinggi; 
b. Sedang; 
c. Rendah. 

(l) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal lOA 
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 14A 

7. Di antara Pasal l~ dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 14A dan Pasal 
l 4B yang berbunyi sebagai berikut : 

(2) Tunjangan Keluarga clan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil. 

(I) Pimpinan dan Anggota DPRD dibcrikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan 
Beras. 

Pasal I IA 
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10. Di antara Pasal 24 clan Pasal 25 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 24A, Pasal 
24B, Pasal 24C clan Pasal 240 yang berbunyi sebagai berikut : · 

·(3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 0), kepada ahli 
I waris diberikan bantuan pengurusan jenazah. · 

(2) Dalam ha1 Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan 
tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 ( enam) kali uang 
representasi. 

(1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam 
menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali 
uang representasi. _. 

Pasal 22 

Bagian Kedua A 
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazab 

9. Di antara Pasal 21 clan Pasal 22 Bagi~edua disisipkan 1 (satu) Bagian yakni 
Bagian Kedua A clan Ketentuan Pasal 22 iragian Kedua diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

(2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan Iain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal lOA dibebankan kepada yang bersangkutan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

( 1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD. 

Pasal 15 

8. Ketcntuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Tunjangan Komunikasi Intensif scbagaimana dimaksud dalam Pasal l4A ayat (l) 
dibayarkan terhitung mulai tanggal I Januari 2007. 

Pasal UB 
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Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24A .berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan 
memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran 
'pelaksanaan jngas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk_k~~~~ p~~acli. 

Pasal 24D 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A 
disediakan terhitq.ng mulai.tanggar ! April 2007. , · 

Pasal 24C 

( 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 24A diatur dengan Peraturan 
Walikota. · · 

(3) Dalam hal daerah tennasuk dalam .kelompok dengan kemampuan. keuangan 
daerah rendah'sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14A ayat (2) huruf c, Belanja 

··Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A 
disediakan paling bany.ak 2 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD 
ditambah l 1/2 (satu seperdua) kali jumlah uang representasi sehiruh Wakil 
KetuaDPRD. 

(2) Dalam hal daerah tennasuk dalam kelompok dengan kemampuan keuangan 
daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2) hurufb, Belanja 

. Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A 
disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi K~ DPRD 
ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil 
Ketua DPRD. 

( 1) Dalam hal daerah tennasuk dalam kelompok dengan kemampuan keuangan 
daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2) huruf a, Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A 
disediakan paling banyak 6 (enam) kali ·uang representasi Ketua DPRD 
ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. 

Pasal -248 

Sclain Belanja Pcnunjang Kcgiatan scbagaimana dimaksud pada Pasal 2-t kepada 
Pimpinan OPRD disediakan Belanja Penunjang Opcrasional Pimpinan sctiap bulan 
dcngan mcmpcrtimbangkan kemampuan keuangan dacrah scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14A ayat (2). 

Pasal 24A 
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(1) Pirnpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Twtjangan Komunikasi 
Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal IOA clan . Pasal 24A dan belwn 
mengembalikan seluruhnya, hams menyetorkan kembali ke Kas Daerah melalui 

Pasal 27A 

BAB VA 
TATA CARA PENGEMBALIAN 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN 

DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD 

12. Di antara BAB V clan BAB VI disisipkan l (satu) Bab yakni BAB VA yang berbunyi 
sebagai berikut : 

(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21 serta Belanja Penunjang 
Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan - 
dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai 
berikut: 
a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa; 
c. Belanja Modal. 

( 4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24A dianggarkan dalam pas Sekretariat DPRD dalam jenis Belanja 
Pegawai. 

(5) Sekretaris DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 
Pasal lOA, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. 

(I) Sckrctaris DPRD mcnyusun Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang tcrdiri 
alas penghasilan, pcnerimaan Jain. tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan 
kesejahteraan serta bclanja penunjang kcgiatan DPRD yang diformulasikan ke 
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah (RKA 
SKPD) Sekretariat DPRD. 

Pasal 25 

11. Kctcntuan Pas.11 25 diubah schingga bcrbunyi scbagai berikut : 
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(1) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 A ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan 
dengan cara sekaligus I tunai atau diangsur setiap bulan. 

(2) Pengembalian dengan cara sekaligus I tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan pada awal periode pengembalian atau dapat dilakukan pclunasa.: 
terhadap sisa angsunm. · · 

Pasal 27C 

(2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal 
dunia sebelum berakhir masa baktinya, pengembalian Tunjangan Komunikasi 
Intensif clan Dana Operasional menjadi tanggung jawab ahli warisnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota· DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 7 A ayat ( 1) berhenti an tar waktu a tau diberhentikan an tar waktu sebelum 
berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan seluiuh Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Dana Operasional paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang 
bersangkutan dinyatakan berhenti sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 27B 

Sckrctaris DPRD paling lambat l (satu) bulan scbclum bcrakhimya masa bakti 
scbagai Anggota DPRD Pcriodc Tahun 200~ sampai dcngan Tahun 2<Xl9. 

(2) Sckrciaris DPRD sclaku Pcngguna Anggaran I Pcngguna Barang mcnctapkan 
jumlah pcngembalian Tunjangan Komunikasi lntcnsif dan Dana Operasional 
scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk masing-masing Pimpinan dan 
Anggota DPRD. 

(3) Penetapan jumlah pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) setelah 
dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara. 

( 4) Penganggaran dana pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 
Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggarkan pada jenis 
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. obyek pendapatan dari 
pengembalian, rincian obyek pendapatan dari pengembalian: Pajak Penghasilan 
Pasal 21. 

(5) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran I Pengguna Barang menerima dan 
menyetorkan 'pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 
Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Daerah. 
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RAHARDJO 
LE~ARAN DAERAH KOT A TEGAL T AHUN 2007 NOMOR 3 

p 
a ttd 

c 

Diundangkan di Tegal 
pada tanggal 13 Agustus 2007 

SEKRETARIS DAERAHKOTA TEGAL 

c 
a ttd 

·P 
ADI WINARSO 

Ditetapkan di Tegal 
pada tanggal 2 Juli 2007 

W ALIKOT A TEGAL, 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal. 

Pasal n 

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara oleh masing 
masing Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi piutang daerah yang harus 
dikembalikan ke Kas Daerah. 

(2) . Cara pengembalian sebagairnana dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui 
kompensasi pajak sesuai dengan ketedttian peraturanperundang-undangan. 

Pasal 270 

(4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengembalikan Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Dana Operasional secara diangsur dilakukan dengan pemotongan 
penghasilan Pimpinan clan Anggota DPRD yang bersangkutan oleh Sekretaris 
DPRD. 

(5) Besarnya pemotongan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 4) setiap bulan sebesar jumlah pengembalian dibagi 
jumlah bulan hingga 1 (satu) bulan sebelum berakhimya masa baktinya. 

(3) Pengcmbalian Tunjangan Komunikasi Intensif · dan Dana Opcrasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (]) dilakukan terhitung mulai tanggal 1 April 
2007. 
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Pemberian funjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD serta belanja penunjang operasional bagi Pimpman DPRD 
mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang. 

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain 
penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota 
DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif 
setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerjanya. · Khusus kepada 
Pimpinan DPRD diberikan belanja penunjang operasional setiap bulan guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besamya 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor ·11 Tahun 
. 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengubah beberapa 
ketentuan clalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Pe1 wakilan 
Rakyat Daerah Kota Tegal. Perubahan rersebut dimaksudkan dalam rangka 
mendorong peningkatan kinerja DPRD Kota Tegal dan untuk penyesuaian 
penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kota Tegal 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

I. PENJELASAN UMUM 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAII KOTA TEGAL NOMOR 2 
TAHUN 2006 TENTANGKEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
PIMPlNAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAiaLAN RAKYAT DAERAH 

KOTA TEGAL 

TENT ANG 

NOMOR 4 TAHUN 2007 

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL 

ATAS 

PENJELASAN 
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Angka 5 
Pasal 11 

Cukup jelas. 

Angka 4 
Pasal lOA 

Cukup jelas. 

Angka 3 
Pasal 10 

· Cukup jelas. 

Angka 'l. 
Cukup jelas. 

PasaJ I 
Angka 1 

Cukup jelas. 

IL PENJELASAN PASAL DEMI F ASAL 

Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 juga 
diperlukan karena danya penyesuaian penganggarait-penghasilan dan penerimaan 
Pimpinan dan Anggota DPRD dengan perubahan struktur jenis belanja APBD 
sebagaimana ditetapkan da1am Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005'tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Besarnya tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan 
belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD Provinsi tidak lebih besar dari yang 
diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten I Kota dan belanja 
penunjang operasional Pimpinan DPRD Kabupaten I Kota tidak lebih besar dari yang 
diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. 

Prinsip berjenjang tercennin dari perbandingan besarnya tunjangan 
kornunikasi intensif dari yang diterima oleh Pimpinan clan Anggota DPRD yang 
tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI. Demikian 
pula besaran belanja penunjang operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD 
Provinsi tidak lebih besar dari yang diterirna oleh Pimpinan DPR RI. 

Prinsip kcsctaraan dicerminkan dari adanya kesctaraan antara Kepala 
Daerah I Wakil Kcpala Dacrah dcngan Pimpinan DPRD mcmpcrolch dana 
operasional. Sejalan dcng.an itu penggunaan bclanja pcnunjang opcrasional yang 
diterima olch Pimpinan DPRD dimaksud tctap mempcrhatikan asas manfaat clan 
cfisicnsi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD. 
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Angka 11 
Pasal 25 

Ayat (l) 
Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi program dan kegiatan SK.PD serta 
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 

Pasal 24D 
Cukup jelas. 

Pasal 24C 
Cukup jelas. 

Pasal 24B 
Cukup jelas. 

Angka 10 
Pasal 24A 

Yang dimaksud dengan "disediakan" adalah penyediaan anggaran 
dalam pos · Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila 

· diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD 
sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi. 

Angka 9 
Pasal 22 

Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam 
APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat P1~inan dan 
Anggota DPR.Q_ meninggal dunia. 

Angka 8 
Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 14B 
Cukup jelas. 

Angka 7 
Pasal 14A 

Cukup jclas. 

Angka 6 
Pasal I IA 

Cukup jclas. 
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·· Pasal 27B 
Cukup jelas, 

Angka 12 
Pasal 27A 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "diuraikan ke dalam jenis belanja" adalah 
sebagai berikut : 
a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan beJanja Gaji dan 

Tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat I 
golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk pembelian I pengadaan 
barang yang masa manfaatnya paling lama 12 ( dua belas) 
bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan 
pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan I material, 
jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan general 
check up, 'makanan dan minuman, pakaian dinas dan · 
atributnya serta perjalanan dinas. 
Belanja PerjalananJ?inas yaitu belanja perjalanan Pimpinan 
clan Anggota DPR!J dalam rangka melaksanakan tugasnya 
atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam 
daerah maupun ke luar daerah yang besamya disesuaikan 
dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat 
A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

c. Belanja Modal merupakan pengelolaan yang dilakukan dalam 
rangka pembelian I pengadaan atau pembangunan sarana dan 
prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi 
DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua 
belas) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan clan aset tetap lainnya. 

Ayat (2) 
Cukup jclas. 
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Pasal II 
Cukup jelas. 

Pasal 270 
Cukup jelas. 

Pasal 27C · 
Cukup jelas. 

 


